
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR 10TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang: a. bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Bupati

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi

Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah

Tahun Anggaran 2017;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat NO.5

Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)

dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956

(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) ten tang Pembentukan

Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang~Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);



)

"

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

tentang

Republik

Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5268);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016

Nomor 24);
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2017 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4

Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018

Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASINTENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 209.410.035.753,13

b. Dana Perimbangan Rp. 2.284.442.011.973,00

c. Lain - lain Pendapatan Daerah Rp. 148.923.958.915,75
yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp. 2.642.776.006.641,88

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

(1) Belanja Pegawai Rp. 731.960.850.151,00

(2) Belanja Bunga Rp. 0,00

(3) Belanja Subsidi Rp. 14.608.477.500,00

(4) Belanja Hibah Rp. 30.715.485.665,00
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(5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 240.000.000,00

(6) Belanja Bagi HasH Rp. 0,00

(7) Belanja Bantuan Rp. 278.835.031.600,00
Keuangan

(8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.312.563.398,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.057.672.408.314,00

b. Belanja Langsung

(1) Belanja Pegawai Rp.

(2) Belanja Barang dan Jasa Rp.

(3) Belanja Modal Rp.

76.258.750.823,00

786.019.849.335,00

699.529.017.374,46

Jumlah BelanjaLangsung Rp. 1.561.807.617.532,46

Jumlah Belanja Rp. 2.619.480.025.846,46

Surplus Rp.

3. Pembiayaan:

23.295.980.795,42

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

SILPA

Rp.

Rp.

Rp.

29.823.279.857,47

29.000.000.000,00

823.279.857,47

24.119.260.652,89

Pasal2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati

Musi Banyuasin ini.
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Pasa13

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasa14

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati

Musi Banyuasin ini.

Pasa15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Musi Banyuasin ini.

Pasa16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal l.."l ;"" N i 2018f BUPATI MUSI BANYUASIN.¥

t~~.

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2."f ;uNi 2018

{ H. DOD! REZAALEXNOERD!N

SEKRET RIS DAERAH
KABUPATEN SI BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2018 NOMOR 10
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